





























































































































































































































































































































5. Ringkasan dan poin-poin yang disarankan untuk
didiskusikan

5.1. Ringkasan

Produksi minyak di Indonesia dikontrol oleh perusahaan minyak multinasional.
Lebih dari 12 perusahaan minyak multinasional beroperasi di Indonesia. Gabungan
produksi dari 12 perusahaan minyak multinasional tersebut mencapai 93% dari total
produksi minyak Indonesia pada tahun 2004 Jumlah tenaga kerja di industri minyak
dan gas Indonesia diperkirakan sekitar 40. 000 orang. Industri pertambangan minyak
dan gas memperkelj akan sekitar 26.000 orang sedangkan jumlah tenaga kerja di industri
pengilangan minyak dan gas sekitar 13.000 orang.

Walaupun jumlah tenaga kerja di industri minyak dan gas turun pada tahun 2003,
kesempatan kerja di industri minyak dalam beberapa tahun terakhir mengalami
peningkatan, Kesempétan kerja langsung di industri minyak dan gas Indonesia
diperkirakan kurang lebih hanya 0,04% dari total jumlah orang yang bekerja di Indonesia
pada tahun 2006. Meskipun demikian, kesempatan kerja tidak langsung yang diciptakan
oleh industri minyak dan gas Indonesia jumlahnya diperkirakan mencapai 37 kali lebih
besar dibandingkan kesempatan kerja langsung di industri tersebut. Sebanyak 97% dari
keseluruhan tenaga kerja'di industri minyak dan gas Indonesia adalah orang Indonesia.

Penerimaan minyak dan gas, baik dari pajak maupun non-pajak, menyumbang_
sekitar 26% dari penerimaan nasional pada tahun 2005, menurun apabila dibandingkan
dengan penerimaan pada tahun 2001 yang mencapai 35%. Namun, nilai penting dari
penerimaan minyak dan gas tetap tidak berubah.

Di industri minyak dan gas Indonesia terdapat beberapa organisasi pengusaha,
namun sebagian besar berbentuk perkumpulan pengusaha. Satu-satunya organisasi
pengusaha adalah APINDO yang menangani hubungan industrial dengan organisasi
pekerja/buruh, tetapi tidak mempunyai Kapasitas untuk menegosiasikan Kesepakatan
Kerja Bersama dengan pekerja atau serikat pekerja/buruh.

Undang-undang mengenai tenaga kerja di Indonesia (UU No.21/2000 tentang
serikat pekerja/buruh dan UU No.13/2003 mengenai Ketenagakerjaan) mengatur
pembentukan dan aktivitas serikat pekerja/buruh di industri minyak dan gas. Pekerja/
buruh yang dipekerjakan oleh perusahaan minyak swasta dapat bergabung dengan salah
satu federasi serikat pekerja di bidang kimia, energi dan pertambangan, yaitu FSP-KEP
- SPSI, FSP-KEP dan FPE. Perusahaan minyak dan gas PT Pertamina mempunyai 23

- serikat pekerja dan tiga organisasi pekerja di tingkat perusahaan (Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu, Serikat Pekerja Pertamina, dan Fortana). Tiga organisasi pekerja
tersebut dapat berafiliasi dengan federasi-federasi industri di tingkat nasional. Serikat
pekerja di perusahaan minyak multinasional secara umum mandiri dan tidak berafiliasi
dengan federasi nasional.
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Upah di industri minyak dan gas Indonesia secara umum ditentukan di tingkat
perusahaan, bukan di tingkat sektoral, karena perusahaan di industri minyak dan gas
menggunakan kebijakan upah untuk menarik pekerja yang berbakat. Praktek pengupahan
di industri minyak dan gas memberikan pekerja di industri ini kondisi-kondisi yang
lebih baik dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Contoh praktek
pengupahan di industri minyak dan gas Indonesia diantaranya: pembayaran upah dan
tunjangan diberikan secara tunai; penentuan tingkat upah yang adil berdaarkan masa
kerja, keahlian, dan tingkat ketrampilan; pembagian bonus dan keuntungan didasarkan
pada kinerja; dan upah disesuaikan dengan perkembangan inflasi. Tingkat upah pekerja
minyak dan gas lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Upah per
bulan pekerja produksi di perusahaan pertambangan minyak dan gas rata-rata sekitar
Rp. 10,3 juta (US$ 1.200) pada tahun 2004, atau dua kali lipat lebih besar dibandingkan
rata-rata upah per bulan pekerja produksi di perusahaan pengilangan minyak, dan sepuluh
kali lipat dibandingkan pekerja produksi di sektor manufaktur. Sementara itu, upah per
bulan pekerja non-produksi di perusahaan pertambangan minyak dan gas rata-rata
mencapai sekitar Rp. 11,3 juta atau (US$ 1.216).

Beberapa bukti menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja global mempengaruhi pasar
tenaga kerja di industri minyak dan gas Indonesia. Sebagai contoh, upah pekerja industri
minyak dan gas meningkat tahun 2004 karena peningkatan harga minyak mentah dunia,
kekurangan pekerja minyak dan gas, dan liberalisasi industri minyak dan gas.

Beberapa elemen penting dalam penentuan upah di industri minyak dan gas
mencakup upah minimum kabupaten/propinsi, rata-rata upah dalam industri, strategi
sumber daya manusia dan kebijakan upah di masing-masing perusahaan. Upah pokok
pekerja permanen ditentukan atas dasar tingkat/golongan pekerjaan dan lama kerja.
Selain upah pokok, umumnya pekerja mendapatkan tunjangan yang ditentukan berdasar
kompetensi, pengalaman, senioritas, wilayah kerja dan tingkat tanggung jawab. Upah
untuk pekerja waktu tertentu ditentukan secara terpisah, mempertimbangkan upah
minumum kabupaten/propinsi, tanpa tunjangan.

Waktu kerja pekerja minyak dan gas relatif panjang. Pekerja minyak dan gas
umumnya bekerja 12 jam per hari dalam 1 shift. Pekerjaan yang diatur dengan shift
merupakan hal yang umum di industri minyak dan gas. Pekerja di pengeboran lepas
pantai mempunyai pola waktu kerja 2 minggu kerja dan 2 minggu libur. Jika tempat
kerja berada di lokasi yang sulit dijangkau, waktu kerja dapat lebih lama dan mereka
menghadapi lingkungan kerja yang sulit. Rata-rata pekerja minyak dan gas bekerja 50
jam per minggu atau 10 jam lebih lama dibandingkan waktu kerja per minggu yang
ditetapkan oleh undang-undang. '

Gelombang merger dan akuisisi di industri minyak global di dan gas juga
mempengaruhi industri minyak dan gas Indonesia. Merger dan akusisi telah
menyebabkan hilangnya sejumlah kesempatan kerja. Beberapa masalah serius juga
muncul dari merger dan akusisi, khususnya dalam bentuk hubungan pengusaha dan
pekerja/buruh. Perselisihan yang muncul lebih banyak dalam hal pembayaran pesangon,
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kontribusi perlindungan sosial, dan terus diberlakukannya perjanjian kerja bersama di
perusahaan yang baru. Undang-Undang No.13/2003 mengenai Ketenagakerjaan
menjamin penggantian perjanjian kerja bersama pada waktu perubahan struktural
perusahaan, termasuk ketika merger atau akuisisi. Undang-Undang No. 13/2003 merinci -
bahwa ketika ada lebih dari satu perjanjian kerja bersama di perusahaan-perusahaan
sebelum mereka melakukan merger atau akusisi, perjanjian kerja bersama yang lebih
menguntungkan pekerja akan diterapkan di entitas yang baru. Merger dan akusisi sering
menyebabkan organisasi pekerja/buruh menjadi lebih sedikit atau mempunyai lebih
sedikit anggota. Merger dan akuisisi juga menyebabkan konflik antar serikat pekerja/
buruh.

Hak-hak dasar pekerja seperti kebebasan untuk berasosiasi dan hak untuk
bernegosiasi secara kolektif dijamin oleh perundang-undangan Indonesia. Salah satu
indikator hubungan industrial yang baik adalah ratifikasi konvensi-konvensi dasar ILO.
Konvensi-konvensi ILO yang telah diratifikasi Indonesia antara lain: Konvensi No. 87
tentang Kebebasan Berasosiasi dan Hak untuk Berorganisasi; Konvensi No. 98 mengenai
Hak untuk Berorganisasi dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi; Konvensi No.100
tentang Kesetaraan Upah; Konvensi No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
dan Jabatan; Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Pekerja Paksa; Konvensi No. 138
tentang Upah Minimum; dan Konvensi No. 182 tentang Bentuk-bentuk Terburuk dari
Pekerja Anak. :

Implementasi dari konvensi-konvensi di atas melalui perundang-undangan di
tingkat nasional dan praktiknya sangat esensial dalam menjamin hubungan industrial
yang baik di industri minyak dan gas Indonesia. Prinsip-prinsip dalam konvensi dasar
ILO telah di dimuat dalam perundang-undangan nasional Indonesia, termasuk UU No.
21/2000 mengenai Serikat Pekerja/Buruh, UU No. 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan,
dan UU No. 2/2004 mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Meskipun
demikian dalam prakteknya, undang-undang tersebut menetapkan batasan-batasan untuk
~ menjalankan hak-hak dasar peketja. Salah satu contoh adalah hak untuk mogok. Hak
untuk mogok dijamin dalam Pasal 137 UU No.13/2003. Undang-Undang ini mengatur
pekerja dapat melakukan mogok setelah melengkapi serangkaian prosedur yang
ditetapkan dalam UU No. 13/2003. Prosedur yang harus ditempuh oleh pekerja yang
akan melakukan mogok adalah: pekerja harus memberitahukan rencana melakukan
mogok kerja secara tertulis kepada perusahaan atau kepada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum
mogok dilaksanakan; memberitahukan jam berapa mogok dimulai dan diakhiri; lokasi
mogok akan dilakukan; dan alasan-alasan melakukan mogok. Upaya penyelesaian
perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi dan mediasi tetap harus dilakukan

- meskipun pekerja sedang memproses persyaratan-persyaratan untuk melakukan mogok.
Prosedur yang panjang tersebut menyebabkan hak untuk mogok menjadi sulit untuk
dilakukan.”

% YU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 140 dan 141.
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Di samping itu terdapat peraturan yang membatasi pekerja di industri minyak dan
gas untuk melakukan mogok. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No.
1610K/02/MEM/2004 menetapkan semua area di wilayah operasi perusahaan minyak
dan gas (termasuk perusahaan pemerintah dan swasta) dan kontraktor PSC, depot, kilang
dan pipa minyak berada dalam perlindungan polisi dan otoritas daerah setempat.
Implikasinya ini dapat mempersulit pekerja minyak dan gas melakukan mogok. Sekitar
18.000 ribu pekerja PT Pertamina dan sekitar 1.400 pekerja di perusahaan gas negara
PT PGN Tbk menjadi terbatasi untuk menjalankan hak-hak dasar mereka.

Penyebab utama dalam perselisihan perburuhan di industri minyak dan gas termasuk
tuntutan pekerja mengenai kenaikan upah dan pesangon, uang pensiun, diskriminasi di
tempat kerja, kondisi kerja dan kesehatan serta keselamatan kerja yang kurang baik,
tuntutan mengenai status pekerja tetap, jam kerja, praktek ketenagakerjaan yang tidak
adil khususnya penolakan perusahaan untuk membentuk serikat pekerja/buruh. Banyak
perselisihan antara pengusaha dan pekerja di industri minyak terkait dengan isu-isu
“mentega-dan-keju”. Artinya, ketika perekonomian sedang dalam kondisi yang kurang
baik muncul lebih banyak perselisihan perburuhan di banyak industri. Pekerjaan yang
stabil menjadi isu yang paling penting untuk pekerja tetap maupun pekerja waktu tertentu,
dengan demikian ini memerlukan hubungan industrial yang baik.

Alasan mogok di industri minyak dan gas bermacam-macam. Aksi mogok yang
terjadi di industri minyak dan gas dapat terjadi dalam periode waktu yang cukup lama
karena menyangkut isu yang penting seperti restrukturisasi. Keterlibatan tentara atau
polisi sering terjadi karena perusahaan minyak mengundang mereka ke lokasi perusahaan
untuk menjaga produksi minyak dan gas. Dapat dikatakan bahwa di Indonesia tentara
atau polisi dapat melakukan intervensi dalam aksi mogok. Meskipun demikian, pada
bulan Maret 2005 Kepolisian Nasional Indonesia menerbitkan Pedoman Tindakan
Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Penegakan Hukum dan Ketertiban dalam
perselisihanHubungan Industrial, suatu arahan yang membatasi keterlibatan polisi dalam
aksi-aksi industrial dan meminta polisi untuk bertindak profesional dan menghormati
hak asasi manusia, tidak memihak dan menghormati semua pihak yang sedang terlibat
dalam perselisihan.

Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pemerintah Indonesia
mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.255/MEN/
2003 mengenai pengembangan dialog sosial. Dialog sosial memainkan peran penting
dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan di tingkat perusahaan. Dalam UU No.2/
2004 mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur bahwa perselisihan
- perburuhan harus diselesaikan pertama-tama melalui upaya-upaya antara kedua pihak
yang terlibat di tingkat perusahaan. Dialog secara bipartit antara perusahaan dan pekerja
serta serikat pekerja harus dilakukan dalam waktu 30 hari sejak pengaduan dikirim ke
Disnakertrans. Meskipun demikian penting dicatat bahwa penggunaan lembaga
kerjasama bipartit dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan telah menurun akhir-
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akhir ini. Ini merupakan satu indikasi bahwa dialog sosial kurang cukup berfungsi di
Indonesia dan terdapat kecenderungan pekerja kurang percaya kepada pengusaha dan
serikat pekerja.

Di Indonesia, dialog sosial melalui lembaga kerjasama bipartit dan tripartit masih
dalam proses perkembangan. Lembaga kerjasama tripartit khusus untuk industri minyak
dan gas Indonesia belum ada. Penggunaan dialog sosial tripartit terbatas di lembaga
kerjasama tripartit nasional dan regional, sebagai contoh dalam menentukan upah
minimum dan mendiskusikan berbagai isu yang terkait dengan ketenagakerjaan.
Lembaga kerjasama bipartit telah berkembang menjadi sebuah mekanisme untuk
menyelesaikan perselisihan perburuhan. Meskipun demikian, dialog sosial di industri
minyak dan gas belum berkembang dengan baik dan perlu untuk diperkuat, khususnya
di wilayah pengembangan kapasitas untuk melakukan negosiasi dan dialog di semua
tingkat di industri minyak dan gas, dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan
perburuhan yang serius dan untuk mengembangkan pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan.

5.2. Usulan poin-poin untuk didiskusikan

1. Elemen-elemen apa yang menyokong hubungan industrial yang baik di industri
minyak dan gas Indonesia? Apa peran yang dimainkan pemerintah, organisasi
pengusaha dan pekerja dalam mengembangkan dan memperkuat elemen-elemen
tersebut?

2. Apa isu hubungan industrial, misalnya upah, kondisi kerja, negosiasi kolektif,
keselamatan dan kesehatan kerja, serta pekerjaan waktu terbatas, yang menjadi
perhatian khusus di industri minyak dan gas Indonesia? Bagaimana hal tersebut
seharusnya diperbaiki?

3. Bagaimana caranya agar lembaga-lembaga bipartit dan tripartit dalam sosial dialog
dapat diperbaiki dan diperbanyak jumlahnya?

4, Pengembangan kapasitas apa yang dibutuhkan oleh pemerintah, organisasi
pengusaha dan pekerja yang berurusan dengan hubungan industrial di industri
minyak dan gas Indonesia, dalam rangka membangun hubungan industrial yang
baik sehingga meningkatkan produktivitas dan keuntungan?

5. Apa peran pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja untuk meningkatkan
kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berhubungan dengan hak-hak
fundamental pekerja, sebagaimana ditetapkan oleh ILO, di industri minyak dan
gas Indonesia? Aktivitas apa yang seharusnya diberikan prioritas di tingkat nasional
oleh pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, dalam rangka meningkatkan
dialog sosial dengan tujuan untuk mengembangkan hubungan industrial yang baik
di industri minyak dan gas Indonesia?
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